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WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PENYERTAAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah ;

. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Denpasar Tanggal 7 Agustus 2012 Nomor 06 Tahun 2012 tentang
Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan
Modal Tahun Anggaran 2012 menjadi Peraturan Daerah Kota Denpasar ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal
Tahun Anggaran 2012,

. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya

Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3465);

. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Ngara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ':ntang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerint...an Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1.4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 26 Tahun 2011 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah
Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 26);

Peraturan Daerah Kota Denp%sar Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Pertanggungjawabn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2012 {Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 8).



Menetapkan :

Diundangkan di Denpasar

ngan Perse-tujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAM RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR
Dan
WALIKOTA DENPASAR
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2012
Pasal 1

Menetapkan Penyertaan Modal Saham pada Bank Pembangunan Daerah Bali
dengan perincian sebagai berikut:
1. Jumlah Saham yang lalu

(per 31 Desember 2011) - Rp.34.694.000.000,00
2. Jumlah yang akan disahamkan
Tahun Anggaran 2012 ---- Rp.11.000.000.000,00
Pasal 2

Menetapkan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
dengan perincian sebagai berikut :
1. Jumlah Penyertaan Modal sampai dengan

bulan Mei 2012 - Rp.2.970.756.089,00
2. Jumlah Penyertaan Modal pada
Perubahan Tahun Anggaran 2012 Rp.3.662.932.760,00
Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut meigenai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dan Pasal 2 distur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 September 2012

WALIKOTA DENPASAR,

+

f RAI DHARMAWIIAYA MANTRA

pada tanggal 21 September 2012

SEKRETARIS W A DENPASAR,

RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2012 NOMOR 9



